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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR " TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran
2011 perlu dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kuningan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk
menjamin kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun Anggaran 2011 periu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan.

Mengingat 1 yndang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa
Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1883 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang —
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang — Undang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
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Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1885 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1985 MNomor 68 Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Momor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumni dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 3569 J;

Undang - Undang MNomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme { Lembaran Wegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851 };

Undang — Undang Momaor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, ( Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4288 );

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara [ Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 ) ;

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan MNegara ( Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Momor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn
Perencanaan Pembangunan Masional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang = Undang Nomeor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeran ( Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2004
MNomor 125, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaralan Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik indenesia Tahun 2008 Nomar 123,
Tambahan Lembaran Megara Republik indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 MNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 5049);
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Undang-Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2011 Momor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{ Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Momor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah MNomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 48 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4502);

Peraturan Pemarintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Fenmbangan {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 137, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Momor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Momor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Momor 72 Tahun 2005 tentang Desa
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomaor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 ;
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Peraturan Pemerintah Nomeor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah { Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2005
MNomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4592) ;

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Megara
Republk Indonesia Tahun 2006 MNomor 20, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 4608),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
MNomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /
Daerah { Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4855),;

Peraturan Pemernintah Momor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4614):

Peraturan Pemerintah Momor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban HKepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693) |

Peraturan Pemerintah MNomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemernntahan Daerah Provinsi dan Pemenntahan Dasrah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
pengelolaan Uang Negara/Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Momor 4738) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 MNomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741) ;

. Peraturan Pemerintah MNomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembaniuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 4972) |

Paraturan Pemerintah Nomaor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) ;
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Peraturan Pemearintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (
Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 25,
Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Momor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomeor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2011 MNomor 44 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Momor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Momor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemernntah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Megeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menter Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Perungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 5161) ;

Peraturan Pemerintah Momor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5218) ;

Peraturan Menteri Dalam Meger 18 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Meger Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunitas Insensif dan
Dana Operasional,

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomaor 65 Tahun 2007 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggunajawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
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Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertangaungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011 ;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Noror 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Megeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perturan Menteri Dalam
MNegeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupalen Kuningan Nemeor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara
Fepublk Indonesia Tahun 2004 MNomor 90, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia MNomor 4416),
sebagaimana telah diubah  Peraturan Daerah Kabupaten
Kuningan Momor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Momor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan
{Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 58
seriE);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Momor 58
Tahun 2007);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Momor 4 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
PT. Bank Jabar — Banten (Lembaran Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomeor 3 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Kuningan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomer § Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan
Peruzahan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E);

. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Momor 7 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Ser E Nomar 72);



53. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten
Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008
Nomor 76 seri E);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 seri E),;

55. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010
tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 seri E);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011, (Lembaran Daerah Kabupaten Kumngan
Momor 136 Tahun 2011 seri A ) ;

57. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 201 1. { Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Tahun 2011 Nomor 154 seri A );

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

Dan
BUPATI KUNINGAN
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memiiat |
a. Laporan realisasi anggaran;
b. MNeraca;
¢ Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan

Pasal 2
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2011 sebagai berikut :
a Pendapatan Rp
1.309.561.863.969,00
b Belanja Rp
1.280.108.853.578,00
Surplus Rp 26.453.010.391,0C

¢ Pembiayaan
Peneriman Rp 47.838.522.326,00
FPengeluaran Rp 34 381.562.025.00

Surplus Rp 13.456.960.201.0C




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
pasal 2 sebagai berikut :
{1} Selisih anggaran dengan realisasi pendapstan sejumish
Rp 2.831.191.450,76 dengan rincian sebagai benkut :
8 Anggaran pendapatan setelah Rp  1.312.393.055.419786

perubahan
b Realisasi Rp 1.309.561.863.569.00
Selisih kurang Rp 2.831.191.450.76

(2) Selisih  anggaran dengan  realisasi  belanja  sejumiah
Rp 52.034.129.181,76 dengan rincian sebagai berikut ;
a Anggaran belanja setelah Rp 1.332.142.982.758,76

perubahan
b Realisasi Rp 1.280.106.853.578,00
Selisih kurang Rp 52.034.129.181,76

{3} Selisih anggaran dengan realisasi  surplus  sejumiah
Rp 2.703.083.051,00 dengan rincian sebagai berikut :

a Defisit setelah perubahan Rp 18.749 827 340,00
b Surplus Realisasi Fp 29 453.010.391.00
Selisih lebih Rp 9.703.083.051.00

{4) Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumiah Rp 6.318.627.414,00 dengan rincian sebagai berikut ;

a Anggaran Penerimaan Rp 54 157.149.740,00
pembiayaan setelah
perubahan

b Realisasi Rp 47.838.522,.326 00
Selisihflebih (kurang) Rp 6.318.627.414,00

{5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumiah Rp 25.660.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

3 Anggaran Pengeluaran Rp 34407 222 400,00
pembiayaan setelah perubahan

b Realisasi Rp 34.381.562.025,00
Selisih kurang Rp 25 660.375,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp 33.206.887.641,00 dengan rincian sebagai berikut ;
a Anggaran pembiayaan neto Rp 19.749.927.340,00

setelah perubahan
b Realisasi Rp 13.456.960.301,00
Selisih lebih Rp 33.206.887 641,00

Pasal 4

Meraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember
Tahun 2011 sebagai berikut
a Jumlah Asset Rp 2.225246.022 B6T 43
b Jumlah Kewajiban Rp 43.155.087.691,00
¢ Jumlah Ekuitas Dana Rp 2.181.642.914.074 .43



Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf ¢ untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai

berikut :

a Saldo kas awal per 1 Januari 2011 Rp 47.838.522.326,00

b Arus kas dari aktivitas operasi Rp 217.305.790.716,00

c Arus kas dari aktivitas investasi Rp (188.608.235.082,00)
aset non keuangan

d Arus kas dari aktivitas Rp (34.381.562.025,00)
pembiayaan

e Arus kas dari aktivitas non Rp -
anggaran

f Saldo kas akhir per 31 Desember Rp 42.154.515.935,00

2611

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1
huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif
maupun kualitatif atas pos-pos faporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada
pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a

o

Qo

Lampiran |
Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran 1.11
Lampiran |l
Lampiran 1l
Lampiran IV

Laporan realisasi anggaran

Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi

Rincian laporan realisasi anggaran

organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

. Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, program dan kegiatan;

Rekapituiasi realisasi anggaran  belanja
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
ususan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan asettetap daerah

Daftar realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap lainnya

Daftar  kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah
Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan Atas Laporan Keuangan



Pasal 8
Bupati menetapkan  Peraturan Bupali tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBED.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
~ Pada tanggal :

‘t”!\r TN C £ AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada Tanggal :
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